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Abstrak
 

Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dilandasi oleh Kebijakan Keputusan Presiden (Kepres) No. 3

tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan telah berjalan sejak 1 April 1994. Program ini

secara ideal adalah untuk memberdayakan kaum miskin dan desa tertinggal baik di pedesaan maupun

perkotaan Dari dimensi politis program ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembangunan adalah untuk

rakyat, artinya kepedulian pemerintah terhadap kaum tertinggal (penduduk dan desa miskin) bukan sekedar

slogan pembangunan.  

 

Sebuah program adalah perencanaan yang terkadang antara konsep dan pelaksanaan di lapangan berbeda,

perbedaan ini dapat disebabkan oleh konsep yang terlalu sulit untuk diterapkan, pelaksana di lapangan yang

tidak mampu menterjemahkan suatu konsep ataupun kedua-duanya.  

 

Pelaksanaan program IDT di desa yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan kurangnya sinkronisasi dan

pengawasan program yang ketat terutama dalam pemberian dana dari pemerintah Kurangnya sinkronisasi

menunjuk pada pembangunan infrastruktur desa yang kurang diarahkan pada variabel ketertinggalan desa

(dalam penentuan desa tertinggal menggunakan 27 variabel , lihat lampiran 2); kurang tanggapnya

Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi dan mempersiapkan penduduk miskin calon penerima IDT

sehingga terkesan program ini hanya'membagi-bagi dana tanpa membekali calon penerima dengan

manajemen pengelolaan dana yang memadai. Sedangkan pengawasan yang kurang ketat menunjuk pada

kurangnya instansi terkait dari pihak pemerintah dalam memberikan pengawasan pengelolaan uang dari para

penerima dana IDT atau kurang ketat dalam mengevaluasi pengguliran dana, sehingga kurang jelas tingkat

keberhasilan dari kelompok-kelompok masyarakat sebagai basis penerima dana IDT.  

 

Program IDT yang memberikan dana kepada masyarakat tertinggal di desa tertinggal sebanyak Rp.

20.000.000,- per desa/tahun dan setiap desa penerima akan menerima selama 3 tahun berturut turut jadi

dalam 3 tahun (1994, 1995 dan 1996) setiap desa penerima IDT mendapatkan dana sebanyak Rp.

60.000.000,- yang langsung diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat di desa yang sengaja telah

dibentuk untuk menyongsong program ini.  

 

Dari banyaknya dana tersebut, jika dikelola dengan baik akan memberikan prospek yang cerah pada setiap

desa tertinggal. Pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana dari setiap penerima IDT sangat

diperlukan demi tercapainya program ini yakni memberdayakan masyarakat miskin. Pemberdayaan
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masyarakat harus mencakup segala dimensi seperti sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum. Artinya

dimensi ekonomi lewat pemberian dana IDT kepada masyarakat tertinggal harus pula dibarengi dengan

pemberdayaan dimensi lain agar sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintah yakni pembangunan disegala

bidang. Pembangunan yang berhasil apabila semua program mampu membangkitkan daya masyarakat untuk

secara otonom menjadi subjek dalam pembangunan.

		


